Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor SOP :90.d /505ekrt-Bapenda/1/2023
PROVINSI SUMATERA BARAT Tanggal Pembuatan L Januari 2023
Tanggal Pengesahan : N_._ Januari 2023
Tanggal Efektif "wc._uzcu_.. 2023 r——
Disahkan oleh ZA B 1/ :
i R o Mamasop _  : Pengujian Konsekuensi el e bt
DasarHukum UsiifikasiPelsksana  ______ ====0@
1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ’ Pendidikan minimal S.1
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 2 Memahami SOP Pengujian Konsekuensi
"

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Term Of Reference

Komputer dan Jaringan Internet
Printer

Alat Tulis Kantor

TN =

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

\Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan

._.n.:nn:amscoagm...m_:..m:::u:.rm::.umw_ns-..:rc:..!_uum_m._.wnu:303»&
erhambat

| Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

e S et

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon informasi publik harus
mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan




Pelaksana Pendukung
PPID Tim Pertimbangan
Utama dan PPID Pelayanan Komponen atau
No Kegiatan Pembantu Informasi Perangkat Daerah Ketersngan
Pemahon Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan kajian atas Berkas Setiap saat Berkas
informasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan
termasuk dalam DIP dengan infromasi/ informasi
melibatkan Tim Pertimbangan dokumen dari yang telah
Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap

Informasi dan dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri
(NIK)

2 Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: Pada hari Surat
informasi/ uu dan jam Keputusan
dokumen yang dimaksud |KIP 14 Tahun kerja Tim
yangbersifat rahasia berdasarkan I.It:lnlAVIII 2008 dan Pertimbangan
UU, kepatutan dan kepentingan |PERKI Pelayanan
umum _ 1 Tahun 2010 Informasi

3 Menyampaikan kepada PPID atas o _ i Informasi/ Pada hari Informasi/
status informasi/dokumen yang dokumen yang dan jam dokumen dari
diminta pemohon informasi, telah kerja, komponen
apakah termasuk rahasia atau dinyatakan maksimal 10 atau
terbuka. Jika informasi/dokumen terbuka untuk (sepuluh) Perangkat
yang dimaksud adalah terbuka, s ¥ publik hari kerja, Daerah
maka PPID memerintahkan kepada | sejak
komponen/Perangkat Daerah \w ik |permohonan
untuk menyerahkan informasi/ informasi
dokumen yang dimaksud. Jika teregistrasi
status informasi/ dokumen oleh




Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dinyatakan rahasia,
maka PPID membuat surat
penolakan kepada pemohon
informasi.

Memberikan informasi yang
diminta oleh

pemohon informasi dengan
menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penclakan kepada pemohon
|iika status informasi/dokumen
dinyatakan rahasia.

Informasi/
Dokumen yang
diminta oleh
Pemohon
Informasi atau
surat
penolakan

jika informasi/
dokumen
tersebut
dikategorikan
rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
informasi
selama 7
(tujuh) hari
sejak
|pemberitahu
an tertulis
diberikan
ﬁau: tidak
dapat

diperpanjang
e

Infarmasi
publik yang
ciminta

cleh Pemohon
Intarmasi
atau surat
penolakan




